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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

NOMOR 57/KPN.W15.U2/SK/II/2025 

 

T E N T A N G  

 PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 878/BP/SK/VII/2022 TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN 

BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA 

PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

 

Menimbang : a. Bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah 

satu program yang dilaksankan dalam rangka reformasi 

birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih 

dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi; 

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas 

kinerja di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, 

diperlukan pedoman untuk menyamakan persepsi dan 

objektivitas dalam melakukan penilaian; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB 

tentang Pemberlakuan Keputusan Sekretaris Mahkamah  

d. Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 

tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di  
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e. Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di 

Bawahnya pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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Ditandatangani Secara Elektronik; 
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB 
 
 

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA 

 
 

9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

2049/SEK/SK/XII/2022 tentang 878/BP/SK/VII/2022 

tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di 

Bawahnya. 

   

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 

KELAS IB TENTANG PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 878/BP/SK/VII/2022 TENTANG PEDOMAN 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN 

MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI 

BAWAHNYA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 

IB; 

   

KESATU : Memberlakukan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada 

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sesuai dengan 

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan di Bawahnya; 

   

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di  Kandangan 

Pada Tanggal 26 Februari 2025 
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